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 Empowerment is an essential strategy for fostering ecological citizenship. One of 

the strategies implemented is empowerment to manage and reduce waste 

accumulation. This research aims to identify strategies to enhance the value of 
ecological citizenship in waste bank management. This research employs a 

literature review, conducted by searching various electronic databases to identify 

literature relevant to the discussion to be presented. The results obtained from this 

research are as follows: 1) Several approaches are taken to empower waste bank 
management, known as 5P, including enabling, strengthening, protecting, 

supporting, and maintaining. 2) The strategy to strengthen ecological citizenship 

through the Gold Kitiran waste bank community in sustainable waste management 

is carried out in four stages: environmental knowledge, skills, attitudes, and 
participation. 3) Obstacles in implementing strategies to strengthen ecological 

citizenship through waste bank communities in sustainable waste management are 

divided into internal and external obstacles. These results indicate that community 

empowerment within waste banks can improve ecological welfare. 
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1. Pendahuluan 

Lingkungan merupakan  bagian  yang  tidak dapat dipisahkan  dari manusia,  lingkungan 

hidup yang baik dan sehat merupakan sesuatu yang berhak didapatkan oleh manusia. Untuk 

mendapatkan hak tersebut berbagai upaya dan kewajiban harus dilakukan oleh manusia. Sudah 

sepatutnya manusia menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab untuk 

melestarikan dan memelihara keseimbangan lingkungan yang ditempati (Usmi & Murdiono, 

2021). Peran manusia dalam menjaga lingkungan bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan 

di planet bumi, baik di lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan buatan 

(Maulidiah & Faris, 2024). Manusia harus memiliki bentuk relasi yang baik dengan 

lingkungannya. Bentuk relasi tersebut berupa merawat lingkungan dan memanfaatkan 

lingkungan alam sebagaimana mestinya (Alam, 2020). Di dalam berpikir, bersikap, dan 

bertindak manusia harus memiliki etika lingkungan guna mempertahankan fungsi dan 

kelestarian lingkungan (Faizah, 2020).  

Konsep kewarganegaraan ekologis ditawarkan sebagai solusi untuk menjawab 

permasalah krisis lingkungan yang saat ini telah menjadi isu global. Konsep ini 

menggabungkan kewarganegaraan dengan sikap peduli lingkungan. Di dalamnya terdapat 

pandangan bahwa masyarakat sebagai bagian dari warga negara harus menjaga dan 

melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Di dalam konsep kewarganegaraan ekologis 
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ditekankan bahwa individu dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. 

Langkah yang ditempuh yaitu dengan memunculkan sikap sadar lingkungan melalui program-

program berbasis peduli lingkungan. Kewarganegaraan ekologis juga dapat dikaitkan dengan 

nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut menekankan adab manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepantasnya bersatu saling bahu membahu 

menjaga dan merawat lingkungan dimana mereka berpijak (Sari et al., 2020). 

Pemberdayaan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan guna mewujukan 

terbentuknya sikap kewarganegaraan ekologis di dalam masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat bukan hanya sekedar memberikan sumber daya dan bantuan kepada masyarkat. 

Pemberdayaan lebih merujuk kepada pemberian kontrol kepada suatu masyarakat atau 

komunitas untuk menentukan nasib mereka sendiri, memberikan peralatan dan pengetahuan 

untuk mengatasi suatu permasalahan, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat 

(Haerana et al., 2023). Salah satu strategi yang dilakukan adalah pemberdayaan dalam 

mengelola dan mengurangi timbunan sampah. Berbagai program dan ide telah dilakukan oleh 

pemerintah guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah salah 

satunya melalui bank sampah. Selain bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari 

menumpuknya sampah, pemberdayaan juga dilakukan untuk tujuan meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat partisipan (Mansyur, 2021).  

Di tahun 2020, menurut data yang diukur dari Enviromental Performance Index (EPI), 

Indonesia berada pada peringkat 116 dari 180 negara dengang skor 37,8 dari skor maksimal 

100. Enviromental Performance Index (EPI) adalah metode yang digunakan untuk mengukur 

dan menandai secara numerik kinerja lingkungan suatu negara. Rendahnya kualitas lingkungan 

di Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya sikap sadar lingkungan pada diri 

masyarakat. Sikap yang menunjukkan rendahnya kewarganegaraan ekologis masyarakat ini 

dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kegiatan pengelolaan sampah yang kurang optimal, 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan yang terbatas, dan kurangnya 

pendidikan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan 

ini dapat berdampak buruk seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan 

banjir. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, serangan berbagai penyakit seperti demam 

berdarah, diare, dan gatal-gatal juga akan datang mengahampiri (Puriana et al., 2021). 

Di beberapa kota di Indonesia, krisis sampah menjadi permasalah yang sulit untuk 

menemui titik terang. Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia 

sebagai sumber keberadaan sampah itu sendiri. Berdasarkan data dari Sistem Informasi 

Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 terdapat 19 juta ton timbunan sampah 

pertahunnya. Ponorogo menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menghadapi 

masalah besar terkait dengan pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Ponorogo tahun 2022, rata-rata jumlah timbulan di Kabupaten Ponorogo 

mencapai 139.552 ton setiap tahunnya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo adalah salah satu TPA yang telah menemui batas 

kemampuan untung menampung banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat 

(Ekapti & Hakim, 2023). 



 

77 

 

Permasalahan mengenai sampah yang belum menemui titik terang disebabkan oleh 

kurang efektifnya pengelolaan sampah itu sendiri. Di berbagai wilayah di Indonesia tantangan 

pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang serius. Hal ini dapat disebabkan karena 

minimnya pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah. Sudah seharusnya 

pemberdayaan masyarakat dalam mengolah sampah digalakkan. Pemberdayaaan bertujuan 

untuk mencapai kemandirian masyarkat  dalam mengelola sampah secara terpadu. Pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pengolahan sampah yang menghambat 

pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Seperti masih terdapat sampah yang berakhir di Tempat 

Penampungan Sampah (TPS) atau Tempat Penampungan Akhir (TPA) tanpa melalui 

pemilahan yang ideal. Sampah menumpuk tersebut seharusnya dapat diolah kembali oleh 

masyarakat (Mansyur, 2021). 

Peran dan dukungan para pemangku jabatan sangat dibutuhkan dalam mengatasi 

permasalahan sampah. Peran dan dukungan tersebut dapat berbentuk moral dan materi. 

Kurangnya aspek pembiayaan sering menjadi masalah yang menjadi penghambat masyarakat 

untuk diberdayakan secara mandiri. Di beberapa tempat pengelolaan sampah seperti bank 

sampah, arus kas inflow hanya bersumber pada hasil penjualan sampah basah dengan nilai 

keuntungan yang sangat minim. Keuntungan yang minim tersebut berimbas pada tidak 

memadainya sarana dan prasarana serta pengadaan inventaris yang tidak bisa dimasukkan ke 

dalam anggaran pembiayaan (Dwicahyani et al., 2022). Rendahnya jumlah dan kualitas 

sampah, kurangnya pasar atau permintaan terhadap produk daur ulang juga menjadi faktor 

penyebab rendahnya pendapatan pada bank sampah. Pendapatan yang rendah tersebut akan 

berimbas pada kurangnya motivasi dan minat anggota dalam berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan bank sampah (Aji & Musadad, 2023). 

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola bank sampah di Indonesia menjadi solusi 

yang ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan ekologis di dalam diri setiap 

masyarakat Indonesia. Bank sampah menjadi sarana pengelolaan sampah berbasis komunitas. 

Di Indonesia sendiri pengelolaan bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang di dalamnya memuat persyaratan bank 

sampah, mekanisme kerja bank sampah, pelaksanaan bank sampah, pelaksanaan bank sampah, 

dan tata cara pengelolaan bank sampah. Bank sampah dikelola secara independen, dari 

pengelolaan sampah tersebut akan mendapatkan keuntungan materi yang memiliki dampak 

pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini bank sampah tidak hanya memberikan 

dampak di dalam aspek pengurangan sampah dan peningkatan sikap peduli lingkungan, tetapi 

juga memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat yang diberdayakan 

(Ivakdalam & Far, 2022). 

Bank sampah menjadi tempat berlabuhnya sampah-sampah yang telah melalui proses 

pemilahan. Setelah mengalami pemilahan, sampah akan disetorkan menuju tempat pendaur 

ulangan. Daur ulang sampah dapat berupa kerajinan, barang tepat guna, maupun pupuk. 

Pengelolaan bank sampah dilakukan seperti sistem perbankan yang dilakukan oleh petugas 

yang bertugas secara suka rela. Warga yang tinggal di sekitar lokasi bank sampah bertindak 

sebagai penyetor (Ariefahnoor et al., 2020). Pada dasarnya langkah-langkah yang di lakukan 

untuk pengelolaan sampah di dalam  bank sampah terdiri dari 5M yaitu mengurangi sampah, 
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memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan menabung sampah 

(Ivakdalam & Far, 2022). Serangkaian pelatihan dan sosialisasi juga menjadi salah program 

yang diunggulkan dalam pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan bank sampah. Setelah 

dilakukan pelatihan dan sosialisasi, masyarakat dapat secara mandiri menyelesaikan 

permasalahan sampah dengan peningkatan kemampuan dan keterampilannya dalam hal 

pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, keuntungan finansial menjadi 

bonus yang didapatkan setelah melalui serangkaian pengelolaan bank sampah (Wardani et al., 

2020). 

Krisis lingkungan yang mengancam kelestarian ekosistem merupakan isu serius yang 

menjadi perhatian Indonesia saat ini (Haerana et al., 2023). Berbagai langkah sudah ditempuh 

untuk mengatasi permasalah krisis lingkungan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian 

yang sudah diuraikan maka menarik untuk dilakukan penelitan mengenai penguatan 

kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan bank 

sampah. Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat menemui target berupa langkah 

strategis yang dilakukan oleh pengelola bank sampah agar dapat menyadarkan masyarakat 

untuk memiliki sikap peduli lingkungan. Setelah terbentuk karakter kewarganegaraan ekologis 

di dalam masyarakat, diharapkan dapat  mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-

hari sebagai langkah mengatasi krisis lingkungan yang menjadi permasalahan global saat ini. 

2. Metode 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah literatur review atau studi pustaka. Literatur review 

adalah serangkaian penelitian yang menggunakan berbagai informasi dari buku, jurnal ilmiah, 

dan dokumen lain yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Literatur review mengkaji 

secara kritis gagasan atau temuan yang terdapat di dalam literatur yang berorientasi akademik 

serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk suatu topik tertentu. Data yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung (data 

skunder). Data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu.  

Langkah-langkah yang dilakukan di dalam studi pustaka adalah 1) Identifikasi masalah, 

peneliti menentukan isu yang akan menjadi sasaran penelitian. 2) Menentukan tujuan 

penelitian, peneliti menentukan maksud utama dari penelitian yang akan dilakukan. 3) 

Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data berupa literatur yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang jelas 

validitasnya seperti buku dan artikel jurnal. 4) Interpretasi data, setelah data-data terhimpun  

kemudian dilakukan interpretasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 5) 

Pelaporan data, data yang telah diinterpretasi kemudian dilaporkan secara deskriptif. 

 

Gambar 1. Langkah-langkah penelitian kualitatif studi pustaka (Adlini et al., 2022) 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Kewarganegaraan 

Pada mulanya, konsep umum kewaraganegaraan telah lahir sejak zaman Yunani kuno. 

Cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno menjadi bentuk kewarganegaraan 

yang pertama kali dikenal. Konsep kewarganegaraan pada saat itu masih muncul dalam skala 

yang kecil yang dikenal dengan polis. Polis adalah sebutan untuk negara bagian kecil atau 

negara-negara kota, penyebutan lain untuk polis juga mengacu pada orang-orang yang tinggal 

di negara-negara kota tersebut. Saat muncul pertama kali, konsep kewarganegaraan sangat 

terpisah dari kehidupan pribadi sesorang. Jika mengacu pada pendapat dari Aristoteles, 

kewarganegaraan adalah gambaran dari kedudukan seorang laki-laki yang memiliki partisipasi 

di dalam urusan politik untuk tujuan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.  Gagasan awal 

kewarganegaraan pada diri seseorang tidak muncul berdasarkan keanggotaan keluarga atau 

suku yang didasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis atau status keturunan, 

tetapi didasarkan pada keanggotaan sesorang dalam suatu komunitas politik (Ariski et al., 

2023). 

Seiring berkembangnya waktu dan ilmu pengetahuan, kompleksitas terjadi dalam konsep 

kewarganegaraan. Kewarganegaraan erat kaitannya dengan berdirinya suatu negara. Sudah 

menjadi konsep umum bahwa berdirinya suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 

tiga syarat umum, diantaranya adalah wilayah, rakyat yang tetap dan pemerintahan yang 

berdaulat. Rakyat yang menetap di suatu wilayah negara disebut sebagai warga negara. Dalam 

kedudukannya di sebuah negara, warga negara merupakan subjek hukum yang memiliki hak-

hak yang harus didapatkan oleh negara dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara 

yang ditinggali. Setiap warga negara tidak terkecuali memiliki hak-hak yang wajib diakui oleh 

sebuah negara dan wajib dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Di sisi 

lain warga negara harus memenuhi kewajibannya terhadap negara yang juga dianggap sebagai 

hak negara yang wajib diakui, dihormati, dan ditaati. Berdasarkan penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa kewarganegaraan dapat dipahami sebagai keanggotaan yang 

menggambarkan hubungan suatu negara dengan warganya (Prabowo & Syahuri, 2022). 

Menurut Boangmanalu & Sembiring (2022) Kewarganegaraan adalah status yang 

dimiliki oleh seseorang yang diartikan sebagai komitmen untuk menjalani kehidupan dan 

berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang telah 

ditetapkan. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi dalam kegiatan politik dengan 

tujuan memajukan pemerintahan. Menurut Kurniati et al. (2021) kewarganegaraan adalah 

konsep yang muncul untuk mempersatukan masyarakat di dalam suatu negara. 

Kewarganegaraan menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai individu yang saling 

berhubungan satu sama lain.  

3.2. Ekologis 

Banyak berbagai macam pandangan mengenai hakekat nilai ekologis, seperti yang 

dituliskan oleh (Cambah, 2022), bahwa nilai ekologis menekankan hubungan antara alam dan 

manusia yang harus saling menjaga. Manusia dilarang keras merusak alam sebaliknya harus 

memeliharanya sebagai warisan yang akan berguna sepanjang manusia hidup. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, nilai ekologis memiliki konsep tentang keselarasan dan keseimbangan alam 
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yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan lingkungan (Riyandi & Mulyati, 2023). 

Nilai ekologis juga mengajarkan konsep tentang pentingnya menjaga keberagaman hayati dan 

memanfaatkannya secara bijaksana. Sementara nilai ekologis menganggap jika seluruh elemen 

hidup maupun tak hidup di alam semesta memiliki pola keteraturan yang harmonis di dalam 

sebuah jaring kehidupan (Lestari, 2020). Rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, empati 

terhadap makhluk hidup lain, dan apresiasi terhadap keindahan alam juga termasuk ke dalam 

contoh nilai ekologis yang harus dijunjung tinggi (Lasaiba, 2023). 

Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner memiliki tiga dasar yaitu interaksi yang terjadi 

anatara individu dan sistem yang berbeda merupakan mekanisme utama untuk 

mengembangkan manusia, hubungan antara individu dan lingkungannya bersifat saling 

mempengaruhi, perkembangan individu memiliki perbedaan satu sama lain bergantung pada 

individu, waktu, dan interaksi yang mereka lakukan (Dharma, 2022). Dari teori tersebut dapat 

dilihat bahwa lingkungan tempat individu tinggal memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

individu tersebut. Menurut teori ekologi antroposentrisme memandang bahwa manusia adalah 

pusat dari alam semesta. Manusia memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan makhluk 

lainnya yang hanya dianggap sebagai objek yang hanya bernilai jika berguna bagi manusia. 

Kepentingan manusia adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. Manusia tidak mungkin 

memiliki tuntutan hidup untuk memiliki tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup lain. 

Jika tanggung jawab moral itu muncul, hanya semata-mata karena ada kepentingan dari 

manusia itu sendiri. Sementara teori biosentrisme menjadi kebalikan dari atroposentrisme yang 

menganggap bahwa makhluk hidup memiliki persamaan nilai  satu sama lain. Selain manusia, 

makhluk hidup lain memiliki hak moral yang setara dengan manusia dengan mengesampingkan 

nilai kegunaan bagi manusia (Kalampung et al., 2020).  

Di dalam prinsipnya, nilai ekologis disebut sangat fundamental untuk mencapai 

kehidupan yang berkelanjutan. Pada prinsipnya bumi dan semua ekosistem di dalamnya dapat 

bertahan sepanjang zaman semenjak diciptakannya karena mimiliki pola dan prinsip dasar yang 

telah digariskan oleh sang pencipta. Dari hal tersebut diharuskan seluruh elemen yang ada di 

alam semesta termasuk manusia harus mengikuti pola yang sudah tergaris tersebut. Jika 

terdapat elemen yang keluar dari garis yang telah ditentunkan akan terjadi kerusakan alam 

sehingga kehidupan berkelanjutan yang dicita-citakan tidak akan tercapai. Manusia harus sadar 

akan pentingnya alam tempat tinggal yang berkualitas untuk penunjang kehidupan, maka 

manusia harus mengupayakan bahwa kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada 

pemahaman terhadap alam. Pemahaman terhadapa alam tersebut dapat berupa pemahaman 

perilaku alam, ramah dan memiliki keselaran dengan alam. 

3.3. Pemberdayaan Masyarkat 

Pemberdayaan masyarakat bermakna memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok 

yang terbelakang atau lemah. Kelompok tersebut belum mempunyai daya atau kekuatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau 

kehidupan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Konsep pemberdayaan 

masyarakat juga didefinisikan sebaga konsep yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi 

dengan dilandaskan pada nilai-nilai sosial (Habib, 2021). Sementara penulis lain menyatakan 

bahwa pemberdayaan masyarakat merujuk pada pembangunan sumber daya manusia atau 
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masyarakat dengan upaya penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya 

pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu yang sebelumnya (Afriansyah et al., 2023). 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengharuskan masyarakat berkembang, mandiri, 

dan berswadaya. Secara garis besar, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mampu hidup secara mandiri dalam mengatasi 

segala persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengubah 

perilaku masyarakat untuk mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahterahannya. Beberapa tujuan dari pemberdayaan masyarakat antar lain (Afriansyah et 

al., 2023):  

1) Perbaikan Kelembagaan 

Perbaikan kelembagaan dilakukan dengan memperbaiki bentuk kegiatan yang dilakukan. 

Jika kelembagaan dirasa sudah baik, masyarakat akan memiliki ketertarikan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. 

2) Perbaikan Usaha 

Setelah kelembagaan dirasa sudah baik, diharap akan berdampak baik pada  bisnis yang 

dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan 

masyarakat yang ada di sekitarnya. 

3) Perbaikan Pendapatan 

Perbaikan bisnis bertujuan agar dapat memperbaiki pendapatan anggota yang berada di 

dalam lembaga, termasuk masyarakat, sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal 

pendapatan keuangan masyarakat. 

4) Perbaikan Lingkungan 

Perbaikan pendapatan bertujuan pula memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena 

kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 

5) Perbaikan Kehidupan. 

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan membuat standar kehidupan masyarakat 

yang baik pula. Hal tersebut  dapat dibuktikan dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan 

daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. 

3.4. Bank Sampah 

Bank sampah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk memilah dan menghimpun 

sampah yang dapat didaur ulang serta memiliki nilai ekonomi. Pada dasarnya konsep bank 

sampah terdiri dari 5M yaitu mengurangi sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, 

mendaur ulang sampah, dan menabung sampah (Ivakdalam & Far, 2022). Bank sampah 

menjadi salah satu bentuk pengelolaan sampah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat di 

mana sampah rumah tangga dikumpulkan, dipilah, dan dijual kembali kepada pihak ke tiga 

(Dwicahyani et al., 2022). Hasil dari pemilahan sampah dikumpulkan dan disetorkan menuju 

tempat pengepul atau pendaur ulangan sampah. Sampah-sampah tersebut dikelola menyerupai 

sistem perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Sementara yang bertindan sebagai 

penyetor sampah adalah warga sekitar lokasi bank sampah (Ariefahnoor et al., 2020).  

Tujuan didirikannya bank sampah adalah sebagai bentuk upaya penanganan sampah di 

Indonesia. Bank sampah sebagai langkah agar masyarakat sadar terhadap lingkungan yang rapi, 

bersih, dan sehat. Dengan didirikannya bank sampah, sampah yang semula tidak memiliki nilai 
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guna menjadi barang yang lebih berguna untuk masyarakat pengelolanya. Melalui bank 

sampah, sampah-sampah yang menumpuk dapat menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi 

seperti pupuk ataupun kerajinan. Fungsi bank sampah bagi masyarkat adalah sebagai penyalur 

sampah yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Sampah-sampah tersebut dapat 

memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat (Kusuma et al., 2020). Manfaat bankk 

sampah bagi masyarakat dapat berkontribusi bagi perkembangan ekonomi, lingkungan, dan 

sosial. Manfaat terebut berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yakni, poverty 

reduction, participatory development, dan consesus building. Bank sampah memberikan 

berbagai peran pemberdayaan melalui bentuk fasilititatif dan edukasional yang mampu 

meningkatkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Jaya & Machdum, 2021). 

Pada mulanya,  bank sampah menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle dalam 

penyelesaian berbagai masalah sampah melalui pengolahan sampah dimulai dari sumbernya. 

Dalam perkembangannya bank sampah banyak melakukan inovasi guna semakin mendukung 

masyarakat dalam pengelolaan sampah, prinsip yang dikenal saat ini adalah 5R yaitu reduce, 

reuse, recycle, replace, dan replant. Reduce (pengurangan) merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengurangi atau menghemat pemakaian barang yang tidak memiliki pengaruh baik 

terhadap lingkungan. Reuse (menggunakan kembali), barang-barang yang dianggap tidak 

berguna dimanfaatkan kembali. Recycle (mendaur ulang), sampah-sampah yang dianggap 

sudah tidak memiliki nilai jual diolah kembali agar mempunyai nilai jual. Replace (mengganti), 

berbentuk kegiatan yang berupa penggunaan barang ramah lingkungan untuk mengganti 

barang yang dapat memiliki efek burung terhadap lingkungan. Replant (menanam kembali) 

penanaman dilakukan dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan pangan yang terbuang, contohnya 

sayuran atau buah-buahan (Ahmad & Hendrasarie, 2023). 

Jika dikelola dengan menerapkan prinsip yang jelas, bank sampah dapat memberikan 

dampak yang maksimal terhadap masyarakat. Keberadaan bank sampah dapat berdampak baik 

terhadap kesejahterahan masyarakat dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

yang dapat mengangakat ekonomi. Keberdaan bank sampah juga mampu mengurangi jumlah 

angka pengangguran karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan terberdayakan menjadi 

pengelola bank sampah. Sumber penyakit yang berasal dari sampah juga berkurang, karena 

sampah yang menumpuk dapat dikurangi (Utari et al., 2023). Selain berbagai dampak tersebut, 

bank sampah juga mampu membuka wawasan masyarakat dalam hal mengatasi permasalahan 

kesehatan yang disebabkan oleh sampah, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, 

meningkatkan partisipasi kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Bank 

sampah juga mampu mengurangi timbunan sampah domestik dan mengurangi emisi karbon 

(Ramadani et al., 2020). 

3.5. Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengelolaan Bank Sampah 

Hasil penelitian pengelolaan sampah melalui program bank sampah oleh dinas 

lingkungan hidup menunjukkan terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melakukan pemberdayaan dalam 

pengelolaan bank sampah yang dikenal dengan 5P diantaranya (Juliana & Andriyus, 2023):  
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a. Pemungkinan 

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

secara optimal, 

b. Penguatan 

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam 

memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, 

c. Perlindungan 

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh 

kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat 

dan yang lemah,  

d. Penyokongan 

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya 

dan tugas-tugas kehidupannya, 

e. Pemeliharaan 

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan 

antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Perlunya penguatan ecological citizenship dalam pengelolaan sampah berkelanjutan 

melalui komunitas bank sampah kitiran emas yaitu untuk menjamin hak warga negara 

mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, mengajak warga negara untuk menjaga 

lingkungan hidup dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan untuk 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara akan pentingnya menjaga 

lingkungan sehingga timbul suatu hubungan yang positif antara manusia dengan alam (Millati, 

2022). Strategi penguatan ecological citizenship melalui komunitas bank sampah kitiran emas 

dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan empat tahap yaitu environmental 

knowledge, environmental skills, environmental attitudes dan environmental participation. 

Hambatan dalam implementasi strategi penguatan ecological citizenship melalui komunitas 

bank sampah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan terbagi menjadi dua yaitu hambatan 

internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber dana dan 

keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan eksternal meliputi hambatan dari 

masyarakat dan keterbatasan lahan. 

4. Kesimpulan dan Saran 

Pemberdayaan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan guna mewujukan 

terbentuknya sikap kewarganegaraan ekologis di dalam masyarakat. Salah satu strategi yang 

dilakukan adalah pemberdayaan dalam mengelola dan mengurangi timbunan sampah. Terdapat 

beberapa pendekatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru untuk melakukan pemberdayaan dalam pengelolaan bank sampah yang dikenal 

dengan 5P diantaranya pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. 

Strategi penguatan ecological citizenship melalui komunitas bank sampah kitiran emas dalam 

pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan empat tahap yaitu environmental 

knowledge, environmental skills, environmental attitudes dan environmental participation.  

Hambatan dalam implementasi strategi penguatan ecological citizenship melalui 

komunitas bank sampah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan terbagi menjadi dua yaitu 
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hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber 

dana dan keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan eksternal meliputi 

hambatan dari masyarakat dan keterbatasan lahan. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan 

program pemberdayaan bank sampah dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang 

sadar lingkungan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sehingga tercipta 

lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. 
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